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BUPATI KARANGANYAR

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasai 101 ayat (3) tentang Undang-unciang

Nornor : 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Penvakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Junto Pasal 28 A.yat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah perlu menetapkan Kedudukan brotokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penryakilan.Ralqat Daerdh Kabupaten

Karanganyar;

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut perlu diatrrr dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa'Iengah; .

Undang-Undatrg Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol ( Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Reprrblik

Indonesia Nomor 3363);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan l{epotisme ( Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negaran Nomor 3851);

Undang-Undang Nom or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran'

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4'l,Tantbaha.n Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 4286); __,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan

L,embaran Negara Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara P-epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);
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Llndang-Undang. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389);

Undang-Un{qng Nonror 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Irrdoncsia Nomor a$7);

Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4a38),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri

Sipil ( Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Letnbaran \e,gsre Nomor 3098) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2.003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor l7);

11. Peraturan Petnerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan

Mengenai Tata Tempat,Tata Upacara dan lata Penghormatan (Lembaran Ncgara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia \lomor 39 52);
-l2. 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi

Pcjabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan para Pensiunan atas Penghasilan yang

dibebankan kepada Kerrangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor T4,Tarnbahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan

dan Kervenangan Propinsi sebagai Daerah Otonorn (Lembara.n Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952);

i4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Atas Penyelbnggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran l.legara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4090);

15. Peraturan Pemerintair Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan P.rotokoler.dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwalcilan Rakyat Daerah (l-embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonror 90, Tarhbahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 4416);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon'esia Nomor

4417).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWA.KILAN RAKYAT DAERAH I(ABTIPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARA.NGAI\IYAR

MEMUI'USKAN:
, , ,

{enetapkan : PtrRATURAN DAERAH KABUPA'IE}i KAnANGANYAIT 'IENTANG

I$DUDUKAN PROTOKOLBR DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN

ANGGOTA DBWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KtrTENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintah Daerah:

c, Bupati adalah Bupati Kabupaten Karanganyar;

d. WakilBupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar;

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah;

f. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - wakil Ketua DPRD K.abupaten

Karanganyar.

g. Anggota DI,RD adalah mereka yang diresnrikan keanggotaannya sebagai Anggota

DPRD Kabupaten Karanganyar dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan

ketent uan' p erundangan-undangan.

h. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR,

DPR, DPD dan DPRD;

i. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat

DPRD.

j Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk

nrendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata ternpat dalam acara retriri atau

pertemuan resrni.

k. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang

meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghonnatan

sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan

dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintalian atau masyarakat.
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t. lr.cara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh

pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam meiaksankan tugas

dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat l'Iegara, Pejabat Pemerintah, Pejabat

Pemerintah Daemh serta undangan lainnya.

Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan.

cian acara resmi.

fata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pcjabat Negara, Pe.;abat

Pemerint4h, Pejabat Pemerintah Daerah dan l.okoh masyarakat tertentu dalam ac,ara

kenegaraan atau acara resmi.
'Iata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh

masyarakat tertentu dalam acarakenegaraan atau acara resmi.

Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota

oullln"u.t 

adalah uang yang cliberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota

DPRD dalam menghadiri dan nrengikuti rapat-rapat dinas.

Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua Can Anggota

DPRD.

Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan

kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai

Kctua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau

K.omisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran zrtau Alat Kelengkapan

lainnya.

Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan

Angota 9PRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah

jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dtnas,

r.rang dLrka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

l't] .

n .

o.

p.

q.

r.

t .

u. uang jasa pengabdian adalah uang yang ditrerikan kepada Pimpinan dan Anggota

DpRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan Ciberhentikan dertgan

hormat.

v. Anggararr pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan Cengan Peraturan Daerah'



I}AB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal2

dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara(1)  P impinan

Resn:i.

(2) Aca.ra Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) meliputi I ,,,
a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;

b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;

c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah

Daerah.

Bagian kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acar^ resmi yangdiadakan di Daerah
' ' .

sebagai benkut :

a. Ketua DPRD di sebelah kiriBupati;

b,. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan WakrlBupati setelah pejabat instansi

vertikal lainnya;

c. Anggota DPRD ditempatkan bersama clengan Pejabert Pemerintah Daerah lainnya

yang setingkat Assisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan Atau

Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal4

Tata tempatdalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil..wakil Ketua DPRD;

b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejaja.r: dan di sebelah kanan Ketua DPRD;

c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;

e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasa l5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpatr/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil

Bupati sebagai berikut :

a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan

Melantik Bupati dan Wakil Bupati;

b, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

c. Anggota DPRD ntenduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;



d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan pejabat yang akarr

mengambil sumpadanji darr melantik Bupati dan Wakil Bupati;

e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akau dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-

wakil K-.luqD-PRO;

f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setclah pelantikan duduk disehelah kiri Wakil-

wakil Ketua DPRD;

h. Bupati dan Wakil Bupati yang banr dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang

mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil K.epala Dasrah.

Pasal6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRI) meliputi:

a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau

Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati;

b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang

telah ciisediakan;

c. Setelah pengucapan sumpaVjanji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah
kir i  Bupat i ,

d. Pimpinan DPRD yang lama dan l(etua Pengadilan Negeri atau pejabat yang

ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;

e, Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;

f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah

disediakan;

g Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

'  Pasal T

Tata tempat dan Acara Pengambilan SumpaVJanji dan Pelantikan Ketua dan Wakil

Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai bedkut

a. Pimpinan sementara DPRD dudrrk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;

b.PirnpinanSementaraDPRDdudukdisebelalrkananK9tuaPengadilanNegeri;

c. Setelah pelantikan, Kchra DPRD duduk disebelah kiri Bupati-dan Wakil Bupati.

Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD; , 
,

d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di

tempat yang telah disediakan

Bagian Ketiga
'fata 

Upacara

Pasal S

(1). 'Iata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan

upacara bendera.

li
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(2). Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara

resmi, diselenggarakan Tata Upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan

"*"::1'-lnoun'un
Bagian KeernpAt

Tata Penghormatan

Pasal9
(l). Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengar

penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
(2). Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengar

ketentuan peraturan perundang-unclangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRI)

Bagian Pertama

enghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

a, Uang Representasi;

b. Uang Paket;

c. Tunjangan Jabatarr;

d. Tunjangan Panitia Musyawarah;

e. Tunjangan Komisi;

f. Tunjangan Panitia Angaran;

g. Tunjangan Badan Kehormatan;

h. Tu.njangan Alat Kelengkapan Lainnya. 
r:.

Pasal 11
(1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uarrg Represbntasi.
(2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapka

Pernerintah.

(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratu

dari Uang Representasi Ketua DPRD.

(4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh linra perseratu

dari uang representasi Ketua DPRD.

(5). Selain Uang lLepresentasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat.(
juga diberikan I'unjangan K.eluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sar

dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
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Pasal 12
(1). Pimpinan atau Anggota DPRD diberikan Uang Paket.

(2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar l0% (sepuluh

perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal l3
(l). Pirnpinan atau Anggota DPRD diberikan'Iurrjangan Jabatan.
(2), Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada a.yat (l) sebesar 145% (seratus

empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi yang

bersangkutan.

Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD yang ouduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi

atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat lielengkapan lainnya yang

di perl ukan, diberikan tunj angan sebagai ben kut:

(1) Ketua sebesar 7,5o/o (tujuh setengah perseratus) clari Tunjarrgan Jabatan Ketua

DPRD;

(2) Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) da.ri Tunjangan Jabatan Ketua DPnOl,

(3) Sekretaris sebesar 4%o (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

(4) Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

Pajak Penghasilan Pimpinan dan *J;:llL o,*."akan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tunjangan l(esejaht,eraan

Pasal l6

(1).Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan

perneliharaan kesehatan dan pengobatan

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan

dan pengobatan yaitrl suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak sesuai dengan

ketentuan bagi PNS.

(3). Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada_.Ayat (l)

diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lernbaga

Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(4). Besarnya tunjangan kesehatan sesuai denga ketentuan bagi PNS Golongan IV.

Pasal 17

(l). Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta

perlengkapannya dan I (satu) unit kendaran dinas jabatan.



(2)

(3 )

Belanla pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan

dinas jabatan dibebankan pada APBD.

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, wajib

mengcpba.likan rumah jabatan beserl'a perlengkapannya dan kendaraan dinas

cialarn keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan. sejak

tanggal pernbcrhentian.

Pasal  18

(1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta

pcrl engkapannya.

(2). Belanja pemeliharaan rumah dinas beserta perlengkapannya dibebankan pada

APBD.

(3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib

mengembalikan rumah dinas beserta perlengka.pannya dalam keadaan baik kepada

Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

l{umah jaba.tan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya'

dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau diguna

usahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya. 
'

Dal am hal Pemerintah Daera, t",:ff :ll"t rn*r"o iakan rumah i uuutun ri-p;*n
atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan

perumahan.

Tunjangari perumahan sebagaimana. dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini betupa

Uang Sewa Rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat

yanf berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupa.ti.

Pasal 21

(i). Pimpindn dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.

(2). Standar satuan harga dan kualitas batran pakaian dinas ditetapkan de.ngan

Peraturan Bupati.

Pasal 22 " +

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris

diberikan:

a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal

dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali

uang representasi.

b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

( t  )

(2)



( l  )

\z  ) .

Bagiarr Ketiga

Pasal 23
Pimpinan d?n-4rggota DPRD yang meninggal dunia arau mengakhiri masa
baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

Bcsarnya uang jasa pcngabdian scbagaimana dimaksud pada ayat (l) discsuaikan
clengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD derrgan ketentuan :
a. Masa Bakti ,kurang dari I (satu) tahun, dihitung I (satu) tahun penuh

diberikan uang jasa pengabdian l(satu) bulan uang representasi;
b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian I

(satu) bularr uang representasi;
c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2

(dua) bulan uang represerrtasi;
d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun. diberikan uang jasa pengabdian 3

(tiga) bulan uang representasi;

c. Masa bakri sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian
4 (ernpat) bulan uang representasi dan

f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, cliberikan uang jasa pengabdian
setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian
sebagaimana dimaksud pada aryat (2) diberikan kepacla ahli warisnya.
Penrbayaran uang jasa pengabdian dilakul<an setelah yang bersangkutan
dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB IV'
. BI,LANJA PENTJN.IANG I(EGIATAN DPRD

Pasal 24
(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakarr untuk mendukung kelancaran tugas,

fungsi dan wewenang DPRD.
(2). Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dirnaksud. pada ayat (l) diSusun

berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan pimpinan DpRD

BABV.
' KENDARAAN OPIRd\SIONAL

Pasal 25
(1). Masing-masing Komisi disediakan kendaraan dinas operasional.
(2), Badan l(ehormatan, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran dan panitia lainnya

dalam melaksanakan tugas dapat disediakan kendaraan dinas operasional sesuai
dengan kebutuhan.

(4)
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(3). Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (l) dan
(2) diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

(4) Belanja Pemeliharaan Kerrdaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud.ayat
(1) dan (2) Pasal ini dibebankan pada APBD Pos Belanja Sekietariat DPRD

BAB VT

PENGELOLAAN I(EUANGAN DPRD

Pasal 26
(1). Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan

Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota
DPRD dan bclanja Penunjang Kegiatan DPRD 'yang ,Jiformulasikan ke dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Ke{a Perangkat Daerah Sekretariat DpRD.

(2). Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimarra dimaksud ayat (l)
tersebutda1amketentuanPasal10dianggarkandalamPosDPRD

(3). Turtiangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
padaayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20,
Pasa.l 21, Pasal 22 dan Pasal 23 sertra Belanja Penunjang Kegiatarr DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos

Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalarn jenis belanja sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai;

b. Belanja l3arang dan Jasa;

c. Belanja Perjalanan Dinas;

d. Belanja Pemeliharaan;

e. Belanja Modal;

(4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pasal27

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD
untuk tujrran lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini,
clinyatakan melanggar hukum.

Pasal 28

(1). Anggaran bela.nja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AFBD
(2), Penyusunan, pelaksanaan tata usaha rlan pertanggurrgjawaban belartJi UpnO

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja
perangkat daerah lainnya.

11



BAB VI

IGTDNTUAN PENUTUP

Pasal29
Hal-hal yang-belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupatr.

Pasal i0
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah
Karanganl'ar Nomor 4 Tahun 2003 tenta.ng Kedudukan Keuangan Dewan
rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dinyatakan tidak berlaku.

Kabupaten

Perwakilan

Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangahyar.

Ditetapkan di Kararrganyar

padatanggal a^ tA,WV^tr,t' 
M5.

ANINGStH,S.Pd.,M.Hu m.

ndangkan di Karanganl,ar
/ \ /

tanggal 2 l/\<truta. t' i /2O I

UPATEN KARANGANYAR

NrP.010089625

BARAN iDAIIRAI-I I(ABUPATBN KARANGANYAR TAHUN 2OO5 NOI!IOR....../.

q{;i

17.



Pasal 5 Ketentuan ini harrya berlaku apabila pelantikan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung di
Gedung DPRD.

Pasal 6

Cukup jelas i  !  . .  s

Pasal 7

Cukup jcias

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal I I

Cukup jelas

Pasal  12
l iCukup jelas

Pasal 13

uut(up Jelas
Pasal 14

Ayat (  1)

Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya seperli Panitia Legislasi.
Ayat (2)

Cukup jelas i

Pasal  15

Pajak Penghasilan Pirnpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud pada pasal 10
huruf a sampai g dibebankan pada APBD.

Pasal 16

Ayat (1)

Tunjangan perneliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang
berlaku pada Pegawai Ncgeri Sipil Golongan IVc dengan mas"a ke{a 5 (lirna)
tahun.

Ayat (2)

Cukup;jelas.

Ayat (3)
- . t

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat ( l )
t 

Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan pimpinan

DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan sertia
kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalarn ikatan perjanjian antara Bupati dengan
Pimpinan DPRD,

Ayat (2) 
'' '' a

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 2l

Ayat (1)

Pakaian dinas beserta atributnya terdiri clari :
' a. Pakaian Sipil Harian disedikan 2 (dua) pasang dalam (1) satu tahun;

b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam (1) satu tahun;
c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 ( satu) pasang dalam (5) linra ta|un

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas
m empertitnbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewaj iban.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas 
. 

,

Huruf b

Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD selak dari
rumah duka atau tempat tugas sarnpai ke tempat pemakaman.

Pasal 23

Ayat  (  l )

Cukup je las

Ayat (2)

Cukup jelas .
Ayat (3) 

* '

Cukup jelas

Ayat (4)

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pirnpinan dan Anggota DPRD yang

diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 24

Cukup jelas

l s



Pasai 25

Ayat  (1 )

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal 26

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat ( i )

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam.ienis belarrja adalah sebagai berikut:

a. Belanja pegawai antara lain kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegaw

Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.

b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habi
pakai, seperti alat tulis kantor, palaian dinas Pimpinan dan Anggota DPBI

dan Pegawai Sekretariat DPRD, tunjangan perumahan, premi asurans

kesehatan, konsumsi rapat, belanja iistrik, telepon, air, gas dan ongkos

kantor lainnya.

c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pirnpinan dan Anggota

DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah maupun kelu,ar daerah yang

besarnya disesuaikan dengan se,tandar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipll

Tingkat.A atau Golongan IV yang ditetapkan oleh Bupati.

d. Belanja pemeliharaair antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung

kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, nrmah jabatan Pimpinan dan Rumah

Dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.

e. Belanja rnodal antara lain untuk kebutuhan pernbangunan / perluasan /

penambahan gedung kantor / rumah jabatan / Rumah Dinas, pengadaan

perlengkapan / peralaLan rumah jabatan Pimpinan DPR.D darr / atau rumah

dinas anggota DPRD, pcrlengl<apan/ peralatan kantor, pengadaan kendaraan

dina.s Pimpinan DPRD,yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

Pasal27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.
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